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MOTTO

“Berdoa dan berusaha merupakan kunci kesuksesan, karena ketika
berhenti untuk berdoa dan berusaha dalam meraih kesuksesan maka

itulah awal kegagalan.”

(Himas Ivan A.)
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ABSTRAK

Sanksi administratif pembuangan sampah rumah tangga dan sampah
spesifik di sungai Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk penegakan hukum
lingkungan hidup. Legitimasi sebagai unsur utama dalam penegakan hukum
admintrasi sangat erat kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah atas
pengelolaan sampah dan menarik untuk dikaji yaitu terbukanya tindakan paksaan
pemerintah berupa tindakan lain dengan tujuan menghentikan pelanggaran dan
tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup. Sehingga penelitian ini membahas
kewenangan pemerintah daerah atas pengelolaan sampah rumah tangga dan
sampah spesifik, serta instrumen yuridis sanksi admistratif bagi pelanggar
pembuang sampah di sungai Kota Surabaya. Dari pokok pembahasan diatas dapat
disimpulkan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam pengelolaan sampah
rumah tangga dan sampah spesifik serta sanksi administratif yang sering
digunakan yaitu paksaan pemerintah dan uang paksa. Sehingga pemerintah daerah
perlu melakukan pencegahan sesuai dengan kewenangannya dan mencantumkan
beberapa alternatif sanksi administratif agar tercipta kepastian hukum demi
terjaganya sungai Kota Surabaya.

Kata Kunci : Sanksi Administratif, Sampah, Sungai, Paksaan Pemerintah
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ABSTRACT

Administrative sanctions for the disposal of household waste and specific waste in
rivers in the city of Surabaya are a form of environmental law enforcement.
Legitimacy as the main element in the enforcement of administrative law is closely
related to the authority of local governments over waste management and it is
interesting to study, namely the opening of government coercion in the form of
other actions to stop violations and restore environmental functions. So this study
discusses the authority of local governments over the management of household
waste and specific waste, as well as the juridical instrument of administrative
sanctions for violators of throwing garbage in rivers in the city of Surabaya.
From the discussion above, it can be concluded that the local government has the
authority to manage household waste and specific waste as well as administrative
sanctions that are often used, namely government coercion and forced money. So
local governments need to take precautions by their authority and include several
alternative administrative sanctions to create legal certainty for the preservation
of the Surabaya City river.

Keywords: Administrative Sanctions, Garbage, River, The Government Coercion
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